ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENT ASI
AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN PENGADAAN
BARANG DI KJKS BMT USAHA ARTHA SEJAHTERA
BOJONEGORO

SKRIPSI
OLEH:

NURUL LAILIYAH
NIM. C92214124

=

A==

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2018



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Lailiyah
NIM : C92214124
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum

Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi
Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pengadaan
Barang Di KJKS BMT Usaha Artha Sejahtera

Bojonegoro

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya

saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Juli 2018
Saya Yang Menyatakan,

Nurul Lailiyah
NIM. C92214124

ii



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Lailiyah NIM. C92214124 ini telah diperiksa dan

disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 11 Juli 2018

Pembimbing

NIP : 197212042007011027




PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Lailiyah NIM. C92214124 ini telah dipertahankan
di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Sunan Ampel‘Surabaya pada hari Rabu, 01 Agustus 2018 dan dapat diterima
sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu
dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I, Penguji 11,

Dr. H. Abd. glam M.Ag.
NIP. 195708171985031001

H. Mahir Amin, M.Fil.l
NIP. 19‘21204200701 1000

Penguji 111, Penguji IV,
Suyikno, S.Ag, /4\V\ * Agus Solikin, S.Pd, M.Si.
NIP. 197307052 11011001 NIP, 198608162015031003

Surabaya, 08 Agustus 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

. H. Masruhan, M.Ag.
NIP, 195904041988031003




/ KEMENTERIAN AGAMA
\[ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
)|

PERPUSTAKAAN
JL. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Lailiyah

NIM : C92214124

Fakultas/Jurusan  : Syari’ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : nurullailiyah3396(@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

m Sekripsi [ Tesis [ Desertasi O Lamn-ain (..ot )
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pengadaan

Barang D1 KJKS BMT Usaha Artha Sejahtera Bojonegoro

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara filltext untuk kepentingan
akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, sega]a bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Agustus 2018

Penulis

e

\
( Nurul Lailiyah )




ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Imlplementasi
Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pengadaan Barang Di KIKS BMT Usaha
Artha Sejahtera Bojonegoro” merupakan hasil penelitian lapangan untuk
menjawab pertanyaan: bagaimana implementasi akad murabahah dalam
pembiayaan pengadaan barang di KJIKS BMT Usaha Artha Sejahtera Bojonegoro
dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad murabahah dalam
pembiayaan pengadaan barang di KJKS BMT Usaha Artha Sejahtera
Bojonegoro.

Metode penelitian yang digunakan dalam penlitian ini adalah teknik
observasi, dokumentasi dan wawancara (interview). Selanjutnya data disusun dan
dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni pendekatan
yang diperoleh melalui pengamatan dan fenomena atau fakta-fakta yang ada di
lapangan untuk menggali dan mendapatkan data tentang implementasi
pembiayaan murabahah di BMT UAS Bojonegoro dan kemudian disajikan dalam
bentuk uraian naratif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah merupakan
pembiayaan jual beli barang, baik barang besar atau kecil, barang yang mudah
dibawa atau pun yang sulit untuk dijangkau, pihak BMT UAS lebih memilih
mencairkan sejumlah uang yang dibutuhkan anggota nasabah. Dengan alasan
pihak BMT UAS tidak kesulitan dalam mencari barang yang dikehendaki
anggota nasabah, dan pihak BMT UAS juga tidak menanggung resiko apabila
barang yang dikehendaki nasabah tersebut mengalami kerusakan dan tidak
bergaransiaa. Akad murabahah juga digunakan sebgai akad pembiayaan pinjaman
tertentu yang digunakan sebagai pembiayaan konsumtif bagi anggota nasabah.
Akad murabahah yang diterapkan oleh BMT Usaha Artha Sejahtera Bojonegoro
dapat dikatakan kurang tepat. jika ditinjau dari hukum Islam, penerapan akad
pembiayaan murabahah belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam
dann Fatwa Dewan Syariah Nasional Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000
tentang murabahah. Secara tidak langsung pihak BMT UAS Bojonegoro tidak
menolak untuk tidak mengabulkan permintaan nasabah, hanya saja permintaan
nasabah yang berupa barang diganti dengan uang senilai harga barang. Meskipun
begitu, niat baik BMT UAS Bojonegoro patut diapresiasi (diberi respon yang
positif). Karena tujuan BMT UAS Bojonegoro mentapkan akad pembiayaan
pembelian barang ini adalah atas dasar tolong menlong, untuk membantu
nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan pembelian berupa barang
(besar), sehingga apa yang diinginkan oleh nasabah/anggota terpenuhi.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di BMT UAS Bojonegoro,
diharapkan dapat menerapkan akad pembiayaan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang ada, seperti akad pembiayaan pengadaan barang, agar tercapai
visi dan misi yang telah dicantumkan. Dan lebih meningkatkan pembenahan
dalam menerapkan akad pembiayaan yang diajukan oleh anggota nasabah.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan
dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi bersekala besar
dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak
mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan
merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan
modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi
melalui mekanisme saving. Sehingga lembaga keuangan telah memainkan
peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya
ekonomi di kalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat
mewakili kepentingan masyarakat yang luas.'Lembaga baitu/ maal (rumah
dana), merupakan lembaga bisnis dan sosial yang pertama dibangun oleh
nabi. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Apa yang
dilaksanakan oleh rasul itu merupakan proses penerimaan pendapatan
(revenue collection) dan pembelajaran (expenditure) secara transparan dan

bertujuan seperti apa yang disebut sekarang sebagai welfare oriented*

! Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) (Yogyakarta:UII Press,
2004),51.
*Muhammad, Manajemen Bank Syariah (yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2003), 23.



BMT merupakan kependekan dari Baitul Mal Wal Tamwil, atau
dapat juga ditulis dengan Baitul Mal wal Tamwil. Secara hartiah/ lughowi
baitul mal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha.
Baitul Mal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangganya, yakni
dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana
baitul maberfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana
sosial, sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif
laba.

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang
menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan
sosial. Peran sosial BMT juga akan terlihat pada definisi baitul mal,
sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi baitul tamwil. Sebagai
lembaga sosial, baitu/ mal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan
Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya, baitu/ malini harus didorong
agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi
tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq,
sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada
sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan
yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta
menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.
Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan

binisnya pada sektor rill maupun keuangan lain yang dilarang dilakukan



oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank melainkan

lembaga, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.’

Tujuan pendirian Baitul Mal wal Tamwilsecara umum memiliki
kesamaa dengan pendirian bank, baik bank umum syariah maupun bank
prekreditan rakyat syariah. Namun demikian, karena perbedaan jangkauan
pemasarannya, maka tujuan pendirian BMT memiliki spesifikasi tersendiri
meliputi:

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat
golongan ekonomi lemah yang umumnya berada di daerah pedesaan.

2. Menambah lapangan kerja terutama didaerah pedesaan sehingga dapat
mengurangi arus urbanisasi.

3. Membina semangat ukhuwah Islamiah melalui kegiatan ekonomi dalam
rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup
yang memadai.’

Dalam operasionalnya, BMT dapat menjalankan berbagai jenis usaha
baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan. Jenis
usaha yang berhubungan dengan keuangan misalnya simpanan (funding)
dan pembiayaan (/ending). Kegiatan pembiayaan pada BMT ditujukan
untuk lingkup usaha mikro dan kecil. Antara lain dapat berbentuk
pembiayaan mudarabah, murabahah, musharakah, bay’ bithaman ajil, dan

qard al-hasan.

*Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) (Yogyakarta:UIl Press,
2004),126
*Muhammad Ridwan, Sistem dan Prosedur Pendirian BMT (Y ogyakarta: Citra Media, 2006), 33.



Salah satu pembiayaan yang ada di BMT UAS adalah pembiayaan
murabahah, sedangkan murabahah menurut istilah adalah jual beli barang
pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual
harus memberikan harga produk yang dia beli dan menentukan suatu
tingkat keuntungan sebagai tambahanya.’

Pada akad murabahah bank membiayai pembelian barang atau aset
yang dibutuhkan nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu
dari pemasok barang. Setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada
ditangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan
menambahkan suatu mark-up atau margin atau keuntungan dimana nasabah
harus diberitahu oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok dan
menyepakati berapa besar margin yang ditambahkan ke atas harga beli
bank tersebut.’

Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam sistem perekonomian
Islam adalah akad atau perjanjian. Akad ini menjadi bagian penentu setiap
transaksi ekonomi. Oleh karenanya, akad harus dibuat oleh kedua belah
pihak yang bertransaksi. Karena akadlah transaksi itu menjadi sah atau

tidak sah. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT;

>Amir Machmud Rukmana, Bank Syariah: Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia
(Jakarta: Erlangga, 2010), 27.

®Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk dan aspek-aspek Hukumnya (Jakarta:
Kencana, 2014), 191.



Artinya: “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”.(QS.
Al-Ma’idah:1).”

Beberapa prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam pembuatan akad,
salah satunya yaitu, suka sama suka. Akad harus dibuat atas dasar ridha
kedua belah pihak, karenanya tidak boleh ada paksaan.®

Pentingnya pegetahuan yang sama antar pihak yang bertransaksi
terhadap objek kerjasama. Jika sala satu pihak tidak mengetahuinya, maka
pihak lain wajib memberitahu. Objek kerjasama harus benar-benar terbebas
dari adanya manipulasi (MNajsy) data atau kondisi. Seseorang dilarang
menyembunyikan kekurangan barang dan melebihkan keunggulannya,
sehingga seolah-olah barang itu tanpa cacat sedikitpun. Prinsip transparansi
ini juga, harus sampai pada persoaan resiko yang akan dihadapi kelak

dikemudian hari. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT;

155 2l o 25T s 20 40T o gl P2l a3 4
Gyaa V5 o

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum
sempurna akalnya, harta (orang yang dalam kekuasaanmu), yang
dijadikan  Allah pokok penghidupanmu, berilah mereka
belanja.”(QS.An-Nisa’:5)’

Pentingnya dokumentasi yang ditandatangani dan disaksikan oleh

para pihak yang bekerja sama . penulisan ini dimungkinkan terkait dengan

"Departemen RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya(Jakarta: CV. Pustaka Agung, 2006), 107.
*Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) (Yogyakarta:UIl Press,
2004),36

°Departemen RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya(Jakarta: CV. Pustaka Agung, 2006), 78.



jangka waktu. Wujud penulisan bisa berbeda-beda tergantung pada sifat
kerjasama. Untuk transaksi tunai, penulisannya dapat saja sangat
sederhana, namun untuk transaksi non tunai, penulisan harus benar-benar
sempurna dan dipersaksikan oleh saksi yang adil yang memenuhi
persyaratan. Dalam rangka penulisan juga harus diperhatikan adanya
penafsiran ganda yang dapat menimbulkan pemaknaan yang berbeda. Hal
ini akan berdampak negatif, jika di kemudian hari ada pihak yang ingkar
janji.lo

Sebagaimana yang terjadi di BMT Usaha Artha Sejahtera
Bojonegoro, BMT UAS dalam mengaplikasikan pembiayaan murabahah
mempunyai kriteria sendiri, dimana dalam pembiayaan murabahah ini
BMT UAS akan memberikan barang yang sekiranya mudah dibawa oleh
setiap pegawai yang ada di BMT UAS. Seperti halnya adalah: hp, leptop,
tv, play station, dll. Barang-barang tersebut akan langsung diberikan oleh
pegawai BMT UAS kepada nasabah yang mengajukan peminjaman. Selain
itu BMT UAS juga menyediakan barang besar seperti halnya: kulkas,
mesin cuci, ac, furniture, dll. Namun dalam pembiayaan barang yang cukup
besar, pihak BMT UAStetap akan memberikan pinjaman, akan tetapi
dalam bentuk uang yang sesuai dengan harga barang yang di kehendaki
oleh nasabah. Perbedaan peminjaman di atas berbeda karena ada beberapa
alasan yang mengharuskan pihak BMT UAS memberikan pinjaman

langsung berupa barang yang di minta atau dengan memberi uang sesuai

"®Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) (Yogyakarta:UIl Press,
2004),87.



barang yang diminta oleh nasabah, antara lain; pengurusan pembelian
barang yang memakan waktu, dan penyerahan barang yang tidak bisa
secara langsung dalam artian barang yang diminta harus diantar di rumabh,
biaya pengiriman atau ongkos kirim karena barang yang diminta tidak bisa
dibawa oleh pegawai BMT UAS, jadi harus mengunakan alat transportasi
lain, dan jika barang mengalami kerusakan dan barang tersebut tidak ada
garansinya, maka pihak nasabah akan meminta pertangungjawaban dari
pihak BMT.

Transaksiyang dilakukan oleh pihak BMT UAS dengan nasabah
tujuannya adalah untuk pengadaan barang. Permohonan peminjaman
tersebut tentunya sama dengan sistem kredit atau pengembalian pinjaman
tersebut di bayar dengan cara angsuran, yang mana perhitungan angsuran
telah di tentukan oleh pihak BMT UAS dengan tenor pembayaran angsuran
sesui dengan pilihan dari nasabah tersebut. Dalam hal ini BMT UAS lebih
mengedepankan pembayaran kewajiban angsuran nasabah yang diberikan
pinjaman tersebut lancar sesuai dengan kesepkatan.

Pihak nasabah yang melakukan permohonan kredit barang, berupa
barang besar seperti hal nya:kulkas, mesin cuci, ac, furniture, dll. Dalam
pembiayaan barang yang cukup besar, pihak BMT UAS tetap akan
memberikan pinjaman, akan tetapi dalam bentuk uang, pihak BMT UAS
sebelum mencairkan uang yang digunakan nasabah sebagai pembelian
barang, pihak BMT UAS menawarkan berapa jumlah uang yang

dibutuhkan oleh anggota nasabah tersebut. Akad murabahah selain



digunakan sebagai akad pembiayaan jual beli barang, pihak BMT UAS juga
menggunakaannya sebagai akad pinjaman bagi anggota nasabah yang
membutuhkan sejumlah uang. Saat ini pihak BMT UAS mengurangi
anggota nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan barang, jika
ada nasabah yang melakukan permohonan pembiayaan barang, pihak BMT
UAS akan mencairkan sejumlah uang yang dikehendaki anggota nasabah.
Akad murabahah merupakan akad jual beli barang pada harga asal
dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Apabila pihak BMT UAS
tidak sanggup untuk memenuhi permintaan anggota nasabah, pihak BMT
UAS dapat mewakilkan pembelian barang tersebut kepada pihak anggota
nasabah. Setelah itu pihak BMT meminta bukti pembelian barang (besar)
tersebut sebagai bukti pihak nasabah benar-benar membelikan barang
sesuai dengan perjanjian. Akad yang sesuai dalam peristiwa tersebut adalah
akad “murabahah bil wakalah” dimana pihak BMT UAS secara tidak
langsung mewakilkan pembelian barang tersebut kepada nasabah yang

meminta pembiayaan barang.

Identifikasi dan Batasan Masalah
Identitkasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-
kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul daam peneitian dengan

melakukan  identifikasi ~dan  inventarisasi  sebanyak-banyaknya



kemungkinan yang dapt diduga sebagai masalah.'' Dari uraian latar

belakang masalah tersebut di atas, maka masalah-masalah yang dapat di

identifikasi yaitu:

1.

2.

Produk Pembiayaan di BMT UAS.

Implementasi akad murabahah di BMT UAS.

. Kriteria pembiayaan murabahah di BMT UAS.

Pencairan sejumlah uang yang senilai dengan harga barang yag
dikehendaki oleh anggota nasabah.

Sisa pembelian barang oleh nasabah yang melakukan pembiayaan
pengadaan barang.

Analisis hukum Islam terhadap implementasi akad murabahah dalam
pembiayaan pengadaan barang di KJKS BMT Usaha Artha Sejahtera
Bojonegoro.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, perlu dijelaskan batasan

dan ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam peelitian ini agar

terfokus dan terarah. Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas,

yaitu:

1.

Implementasi akad murabahah dalam pembiayaan pengadaanbarang di

KJKS BMT Usaha Artha Sejahtera Bojonegoro.

. Analisis hukum Islam terhadap implementasi akad murabahah dalam

pembiayaan pengadaan barang di KJKS BMT Usaha Artha Sejahtera

Bojonegoro.

""Tim Penyusun Fakutas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis
Penulisan Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya:2014), 8.
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C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat pertanyaan yang akan dijawab melalui
penelitian. Melalui batasan masalah di atas, maka peneliti dapat

merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana implementasi akad murabahah dalam pembiayaan
pengadaan barang di KJKS BMT Usaha Artha Sejahtera Bojonegoro?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi akad
murabahah dalam pembiayaan pengadaan barang di KJKS BMT

Usaha Artha Sejahtera Bojonegoro?

D. Kajian Pustaka
Kajian kepustakaan adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan
topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan
oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi sesuatu pengulangan materi
secara mutlak.'
sebagai bahan perbandingan, penulis mengambil beberapa penelitian
terdahulu, di antaranya sebagai berikut :

1. Hana Ekawati, 2016, dengan judul “7Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Pengalaihan Akad Pembiayaan Murabahah Menjadi Akad Pembiayaan
Mudharabah  Pada  Nasabah Bermasalah Di BMT MUDA
SURABAYA”Skripsi ini membahas tentang pengalihan akad

pembiayaan murabahahmenjadi pembiayaan mudarabah dimana nasabah

2 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 1988), 135
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yang bermasalah dalam melakukan pembiayaan murabahah pihak BMT
MUDA mengalihkan akad nya menjadi akad mudarabah. BMT MUDA
memanggil nasabah bermasalah yang telah habis jatuh temponya. Jika
dalam waktu 2 bulan nasabah tidak hadir, maka BMT mengalihkan akad
secara sepihak. Jika ditinjau dari hukum Islam, pengalihan akad
pembiayaan murabahah menjadi pembiayaanmudarabah yag terjadi di
BMT MUDA tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam
pengalihan akad. Karena pada proses penghentian akad, nasabah tidak
menjual objek murabahah kepada LKS sesuai harga pasar untuk
menyelesaikam pembiayaan murabahahBermasalah.'

2. Maulidia Rusyda, 2014, Dengan Judul “Analisis Hukum Islam Terhadap
Peralihan Akad Simpanan Qurbah Menjadi Pembiayaan Qurbah Di
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Daarul Qur’an Wisatahati
Surabaya”. Skripsi ini membahas tentang jumlah simpanan kurban
nasabah yang belum mencapai harga hewan kurban sehingga atas saran
KJKS untuk berpindah akad menjadi pembiayaan kurban. Ada dua
bentuk realisasi pembiayaan kurban, dengan akad murabahah dan akad
murabahah wa al-wakalah. Hasil penelitian ini adalah terjadinya akad
simpanan kurban menjadi pembiayaan kurban di KJKS Daarul Qur’an
Wisatahati ~ Surabaya  dengan  akad  muwrabahah  wa  al-

wakalahbertentangan dengan hukum islam. Sebab pelaksanaan akad

“Hana Ekawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Akad Pembiayaan Murabahah
Menjadi Akad Pembiayaan Mudarabah Pada Nasabah Bermasalah Di BMT MUDA
SURABAYA” (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)
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wakalahnya tidak dilaksanakan sebagaimana teori yang ada pada akad
wakalah."*

3. Rizka Kurnia Anggriani, 20114, dengan judul, “Studi Dewan Syariah
Nasinonal (DSN) Terhadap Aplikasi Konversi Akad Pada Nasabah Yang
Tidak Prospektif Di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo’ Skripsi
ini membahas tentang aplikasi akad pada nasabah yang tidak prospektif
di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo yakni konversi akad dari
murabahah ke musharakah. Aplikasi konversi akad yang dilaksanakan di
BMT UGT Sidogiri Caabang Waru Sidoarjo tidak hanya diberikan
kepada nasabah yang tidak prospektif. Hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa konversi akad tersebut tidak sesuai fatwa Dewan
Syariah Nasional (DSN) No. 49/DSN-MUI/I/II/2005, ketidak
sesuaiannya yakni konversi akad tersebut diberikan kepada nasabah
yang tidak prospektif. Meskipun aplikasi konversi akad pada nasabah
yang tidak prospektif ini tidak sesuai dengan fatwa No0.49/DSN-
MUI/II/2005 tentang konversi akad, niat baik BMT UGT Sidogiri
Cabang Waru Sidoarjo patut diapresiasi. Karena motivasi BMT masih
memberikan peluang kepada nasabah yang tidak prospektif yakni adanya

unsur tolong menolong agar ikatan akadnya bisa selesai. '

“Maulidia Rusyda, “Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Akad Simpanan Qurbah Menjadi
Pembiayaan Qurbah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Daarul Qur’an Wisatahati
Surabaya” (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)

PRizka Kurnia Anggriani, “Studi Dewan Syariah Nasinonal (DSN) Terhadap Aplikasi Konversi
Akad Pada Nasabah Yang Tidak Prospektif Di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo”
(Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)
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4. Raden Nadia Nahdiah, 2013, skripsi ini berjudul, “Pelaksanaan Akad
Tabungan Ib Qurban Dengan Prinsip Mudharabah Pada Pt. Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Bandung’, skripsi ini
membahas ini membahas tentang pelaksanaan akad tabungan Ib Qurban
pada PT BPRS Mitra Harmoni Bandung merupakan simpanan dana
nasabah dalam bentuk tabungan untuk tujuan qurban dimana penyetoran
dapat dilakukan sewaktu-waktu namun penarikannya hanya dapat
dilakukan ketika menjelang Idul Adha saja, yang dilakukan dengan
menggunakan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil yang dimaksud disini
adalah dalam bentuk mudarabah mutlagah yang merupakan transaksi
penanaman dari pemilik dana (shahibul mal) kepada pengelola dana
(mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai syariah,
dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak, dimana pembagian
nisbah bagi hasil hanya ditentukan oleh pihak bank yakni disesuaikan
dengan perkembangan perusahaan. Dilihat dari segi rukun mudarabah
dan syarat sahnya mudarabah, nisbah bagi hasil yang ditentukan di awal
akad pembukaan rekening. Akan tetapi dalam pelaksanaan tabungan Ib
Qurban dengan prinsip mudharabah ini nisbah bagi hasil nasabah tidak
dinyatakan dalam bentuk nisbah dan tidak dituangkan dalam akad

pembukaan rekening.'®

'Raden Nadia Nahdiah, “Pelaksanaan Akad Tabungan Ib Qurban Dengan Prinsip Mudharabah
Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Bandung” (Skripsi—UIN Sunan
Gunung Djati Bandung, 2013)
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Bedasarkan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan yang mendasar
bahwa penelitian yang pertama membahas tentang pengalihan akad
pembiayaan murabahah menjadi akad mudarabah bagi nasabah yang macet
dalam pembiayaan murabahah. Penelitian yang kedua lebih fokus
membahas tentang peralihan akad tabungan qurban menjadi pembiayaan
qurban yang menggunakan akad murabahah atau menggunakan akad
murabahah wal wakalah. Penelitian yang ketigalebih fokus membahas
tentang konversi akad dari murabahah ke musharakah pada nasabah yang
tidak prospektif menurut pandangan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
No. 49/DSN-MUI/II/2005. Penelitian keempat lebih fokus membahas
tentang pelaksanaan tabungan Ib Qurban dengan prinsip mudarabah,
dimana dalam pembiayaan tabungan Ib Qurban akad yang digunakan
adalah mudarabah, bagi hasil dalam pembiayaan ini sesuai dengan

perkembangan perusahaan.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai
dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui implementasi akad murabahah dalam pembiayaan
pengadaan barang di KJKS BMT Usaha Artha Sejahtera Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap implementasi akad
murabahah dalam pembiayaan pengadaan barang di KJKS BMT Usaha

Artha Sejahtera Bojonegoro.
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F. Kegunaan Penlitian
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam penelitian
ini, maka kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat
dalam dua aspek, sebagaimana berikut:
1. Secara Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam
mengembangkan ilmu pengetahuan.

b. Memberikan tambahan refrensi bagi pengembangan pemahaman
studi hukum Islam, bagi mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah
pada khusunya.

2. Secara Praktis

a. Dapat memberikan informasi tambahan maupun pembanding bagi
peneliti berikutya untuk membuat karya ilmiah yang Ilebih
sempurna.

b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat dan pihak

BMT dalam melakukan penetapan pembiayaan berupa barang.

G. Definisi operasional
Definisi opersional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah
konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam

menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.



16

Pemberian definisi operasional hanya terhadap sesuatu konsep atau variabel

yang dipandang masih belum operasional dan bukan kata per kata.'’

1. Hukum Islam: Segala aturan Allah yang berhubungan dengan al-
Qur’an, hadist dan pendapat-pendapat para ulama tentang Fatwa DSN
MUI dan akad murabahah.

2. Implementasi akad murabahah dalam pembiayaan pengadaan barang:
Dalam pembiayaan barang yang cukup besar, pihak BMT UAS lebih
mencairkan uvang, pihak BMT UAS dalam mencairkan uang bagi
nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan barang pihak BMT
UAS memberikan kelebihan dalam mencairkan uang. Tujuannya
nasabah yang melakukan pembelian barang tidak merasa takut, apabila
uang yang dicairkan pihak BMT UAS tidak cukup untuk pembelian
barang tersebut. Sisa uang yang dicairkan pihak BMT UAS sepenuhnya
milik anggota nasabah, anggota nasabah tidak perlu mengembalikan
sisa uang tersebut. Bukti pembelian barang baik barang kecil ataupun
besar seharusnya pihak BMT UAS meminta kepada anggota nasabah
untuk pembuktian bahwa nasabah benar-benar membeli barang
tersebut.

3. BMT UAS: Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bait al-mal wa al-tamwil
Usaha Artha Sejahtera yang terletak di jalan Raya Baureno Nomor 98

Desa Pasinan Rt. 04 Rw. 02, Kecamatan Baureno Bojonegoro.

YTim Penyusun Fakultas Syariah dan Huku m, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: UIN
Sunan Ampel Surabaya, 2016), 9.
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H. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research)
yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenrnya.'® Penelitian
ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.'’
1. Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan
implementasi akad murabahah dalam pembiayaan pengadaan barang di
KJKS BMT UAS Bojonegoro.
2. Sumber data yang digunakan ada 2 antara lain:
a. Sumber Primer
Sumber primer adalah data yang diperoleh secara langsung
dari sumber pertama dalam penelitian.Dan yang menjadi sumber
data primer antara lain:
1. Manajer BMT UAS Bojonegoro
2. Teller BMT UAS Bojonegoro
3. Marketing BMT UAS Bojonegoro
4. Nasabah yang melakukan pembiayaan pembelian barang (besar)

b. Sumber Sekunder

¥*Mardalis, Metode Penelitian(Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.
YMoeleong Lexy J, Metodlogi penelitian Kualitatif Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 4.
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Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang
dalam melengkapi serta menjelaskan sumber data primer,” dalam
hal ini berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini,
antara lain:

1. Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke

Praktik.

2. Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-Produk

Dan Aspek-Aspek Hukumnya.

3. Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil

(BMT).

4. Adiwarman Azwar Karim, Bank Islam: Analisis Fikih dan

Keuangan.

5. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang

diteliti yanga da di BMT UAS Bojonegoro.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Adanya cara yang digunakan dalam rangka mencari data yang
diperlukan, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan
beberapa metode dengan tujuan agar data yang diperoleh valid, antara
lain:

a. Pengamatan (Observasi)
Merupakan proses pencarian pola perilaku subyek (orang, objek

(benda) atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau

2%Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 92.
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komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.21 Pengamatan
dalam hal iniyang terkait tentang penelitian, agar data yang
diperoleh akurat dan valid untuk menyusun penelitian.
b. Wawancara/interview
Suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu semacam percakapan yang
bertujuan memperoleh informasi tentang data yang diperoleh
dengan pihak yang bersangkutan untuk memperoleh data yang esuai
dengan topik penelitian. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam
keadaan saling berhadapan, namun komunukasi dapat dilakukan
antara dua orang atau lebih.22 Adapun objek wawancara pada
penelitian ini adalah orang-orang yang berkaitan dengan
pembiayaan pembelian barang atau akad murabahah, baik itu dari
nasabah ataupun dari pihak BMT UAS.
c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung
ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.23
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya
monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap
dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian

kualitatif. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

*'Nur Indrianto dan Bambang Suparno, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan
Manajmen (Yogyakarta: BPFE, 2002), 157.

*’Margono,Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rieneka Cipta, 1997), 165.

M. Igbal Hasan, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.
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buku-buku atau arsip data yang dianggap relevan dengan
permasalahan terhadap implementasi akad murabahah dalam
pembiayaan pengadaan barang di KJKS BMT UAS Bojonegoro.
4. Teknik Pengolahan Data
Data yang diperoleh langsung dari pihak yang bersangkutan dan
bahan pustaka selanjutnya diolah dengan tahapan-tahapan sebagai
berikut:

a. Editing adalah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan
untuk meneliti kembali data data yang diperoleh.

b. Organizing adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan,
mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menghasilkan
bahan untuk menyusun skripsi ini dengan baik.

c. Analizing yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil
editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber
penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya,
sehingga diperoleh kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data.

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh kemudian menyimpulkannya sehingga
mudah dipahami.24Setelah selesai mengumpulkan data langkah
selanjutnya adalah analisa terhadap data dan informasi yang diperoleh

dengan menggunakan metode sebagai berikut:

24Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, cet IV (Bandung: Alfabeta, 2008), 244
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a. Teknik Deskriptif, yaitu memaparkan kejelasan objek penelitian
secara mendalam dengan aspek-aspek yang terkait.25 Yakni dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui
gambaran tentang fakta implementasi akad murabahah dalam
pembiayaan pengadaan barang di KJKS BMT UAS Bojonegoro.

b. Teknik Deduktif, yaitu pola pikir yang berpijak pada teori-teori
yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan
berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Pola pikir ini berpijak
pada teori-teori murabahah, kemudian dikaitkan dengan fakta
dilapangan tentang implementasi akad murabahah dalam pembiayaan

pengadaan barang di KJKS BMT UAS Bojonegoro.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penulisan
skripsi ini perlu dikemukakan tentang sistematika pembahsan, maka
penulis menyusun skripsi ini dengan sistem perbab, dan dalam bab terdiri
dari sub-sub bab. Sehingga tergambar keterkaitan yang masih sistematis

untuk selanjutnya sistematika pembahasan yang disusun sebagai berikut:
Bab pertama, yang merupakan pendahuluan memuat; latar belakang,
identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,

metode penelitian dan sistematika pembahasan.

2|_exy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 103.
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Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang murabahah, yang meliputi:
pengertian murabahah, landasan hukum murabahah, syarat dan rukun
murabahah, macam-macam murabahah, aplikasi pembiayaan murabahah
pada lembaga keuangan syariah, fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-
MUI/IV/2000 Tentang murabahah, skema pembiayaan murabahah,
berakhirya murabahah, jaminan yang menjadi obyek murabahah.

Bab ketiga, berisi hasil penelitian tentang implementasi akad
murabahah dalam pembiayaan pengadaan barang di KJKS BMT UAS
Bojonegoro. Yang antara lain: gambaran umum BMT UAS Bojonegoro,
prosedur pembiayaan murabahah di KIJKS BMT UAS Bojonegoro,
implementasi akad murabahah dalam pembiayaan pengadaan barang di
KJKS BMT UAS Bojonegoro.

Bab keempat, menguraikan analisis hukum Islam terhadap akad
murabahah dalam pembiayaan pengadaan barang di KIKS BMT UAS
Bojonegoro, yang meliputi, analisis implementasi akad murabahah dalam
pembiayaan pengadaan barang di KIJKS BMT UAS Bojonegoro, analisis
hukum islam terhadap implementasi akad murabahah dalam pembiayaan
pengadaan barang di KJKS BMT UAS Bojonegoro.

Bab kelima, yang merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan

saran-sararmn.



BABII

TINJAUAN UMUM TENTANG MURABAHAH

A.  Murabahah
1. Pengertian Murabahah

Kata murabahah berasal dari kata r7bhu (keuntungan) dan kata
kerja rabaha-yurabihu yang berarti saling menguntungkan. Secara
sederhana murabahah berarti jual beli barang ditambah keuntungan
yang disepakati.’

Secara istilah, murabahah adalah akad jual beli barang tertentu,
dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli
kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan
keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad
murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas
harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dengan harga
jual barang disebut dengan margin keuntungan.’

Para ahli hukum Islam mendefinisikan bai’ al-murabahah
sebagai berikut:’

1. ‘Abd ar-Rahman al-Jaziri mendefinisikan bai’ al-murabahah
sebagai menjual barang dengan harga pokok beserta keuntungan

dengan syarat-syarat tertentu.

" Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah (Jakarta: Penamedia Group, 2012), 136
* Ismail, Perbankan Syariah (jakarta: Kencana, 2011), 138.
> Muhammad Yazid, Ekonomi Islam Cet 11 (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 169
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2. Menurut Wahbah az-Zuhaili adalah jual beli dengan harga pertama
(pokok) beserta tambahan keuntungan.

3. Ibn Rusyd—filosof dan ahli hukum Maliki—mendefinisikannya
sebagai jual beli di mana penjual menjelaskan kepada pembeli
harga pokok barang yang dibelinya dan meminta suatu margin
keuntunga kepada pembeli.

4. Ibn Qudamah —ahli hukum Hambali—mengatakan bahwa arti jual
beli murabahah adalah jual-beli dengan harga pokok ditambah
margin keuntungan.

Dengan kata lain, jual beli murabahah adalah suatu bentuk jual-
beli di mana penjual memberi tahu kepada pembeli tentang harga
pokok (modal) barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga
pokok tersebut kemudian memberikan margin keuntungan kepada
penjual sesuai dengan ksepakatan. Tentang “keuntungan yang
disepakati”, penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga
pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang
ditambahkan pada biaya tersebut.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Murabahah
adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada

pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang
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lebih sebagai laba, baik dibayar tunai maupun angsur, dengan tujuan
untuk membantu orang lain atau masyarakat untuk meningkatkan

kesejahteraanya.”

2. Landasan Hukum Murabahah
a. Al-Qur’an

Firman Allah SWT Qs. Al-Baqgarah (2) 275:
o _ oz
325 £33 i el =
Artinya: “Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba”.(QS. Al-Baqarah:275).’
Firman Allah SWT Qs. An-Nisa’(4) 29:
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o0 s
|

BB Y T,k i

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara
kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS.An-Nisa’:29).°

b. Al- Hadits:

Hadis riwayat Ibnu Majah

* Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 124
*Departemen RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya(Jakarta: CV. Pustaka Agung, 2006), 48
6 -

Ibid., 245.
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Artinya: dari Abi Sa’id al Kurdi, bahwa Rasulullah SAW
bersabda: sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka

sama suka (rela sama rela). (HR. Ibnu Majah).

Hadis riwayat Ibnu Majah:
i 5 e 256 06 les ofs o Lo 50 O
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Artinya: dari Suhaib ar-Rumi r.a, bahwa Rasulullah SAW.
Bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual
beli secara tangguh, muqradah (mudarabah), dan mencampur
gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk
dijual. (H.R. Ibnu Majah).
c. [jma’

Ulama’ telah sepakat bahwa jaul-beli diperbolehkan
dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi
kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian,
bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu,
harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.’

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
1. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-

MUI/IV/2000, yang ditetapkan pada tanggal 01 April 2000

tentang akad Murabahah.

7 Sayid Sabiq, Figh al-Sunnah (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, juz III), 147.
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2. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 13/DSN-
MUI/IV/2000, yang ditetapkan pada tanggal 16 September
2000 tentang uang muka dalam Murabahah.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 16/DSN-
MUI/IV/2000, yang ditetapkan pada tanggal 16 September
2000 tentang diskon dalam AMurabahah.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 17/DSN-
MUI/IV/2000, yang ditetapkan pada tanggal 16 September
2000 tentang saksi atas nama nasabah mampu yang menunda-
nunda pembayaran.

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 23/DSN-
MUI/IV/2000, yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002
tentang potongan pelunasan dalam Murabahah.®

e. Kaidah Fiqgih
G2 Lo gals g 019 el cfuead g 1y
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali

ada dalil yang mengharamkannya.”

3. Rukun dan Syarat Murabahah
Pembiayaan murabahah dalam istilah figh adalah akad jual beli
atas barang tertentu. Dalam menetapkan rukun jual beli (murabahah),

para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah,

® Muhammad Yazid, Ekonomi Islam Cet 11 (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 175
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rukun jual beli hanya satu, yaitu 7jab dan gabul yang menunjukkan
pertukaran barang secara rela baik dengan ucapan maupun perbuatan.
Rukun ini dengan wungkapan lain merupakan pekerjaan yang
menunjukkan kerelaan dengan adanya pertukaran dua harta, baik
berupa perkataan maupun perbuatan.’

Rukun murabahah adalah:"
1. Adanya pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu:

a. Penjual

b. Pembeli
2. Obyek yang diakadkan, yang mencakup:

a. Barang yang diperjualbelikan

b. Harga
3. Akad/sighat yang terdiri dari:

a. ljab (serah)

b. Qabul (terima)

Selanjutnya masing-masing rukun diatas harus memenhi

syarat-syarat sebagai berikut:
1. Pihak yang berakad, harus:

a. Cakap hukum

b. Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan terpaksa atau berada

dibawah tekanan atau ancaman.

2. Obyek yang diperjualbelikan harus:

? Rachmat Syafe’i, Figh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, Cet. I, 2004), 75-76.
' Muhammad Yazid, Ekonomi Islam Cet 11 (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 176
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a. Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang.

b. Memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat.

c. Penyerahan obyek murabahah dari penjual kepada pembeli
dapat dilakukan.

d. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.

e. Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang
diterima pembeli.

3. Akad/sighat

a. Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa
berakad.

b. Antara jjab dan gabul (serah terima) harus selaras baik dalam
spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.

c. Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan
keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang."'
Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang

sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun
demukian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan
syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi
bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini
tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan

agar transaksi tersebut diterima secara syariah.

"' Ibid, 177
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Adapun syarat dari jual beli Murabahahyang harus dipenuhi
adalah sebagai berikut:
a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
a. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
b. Kontrak harus bebas riba.
c. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas
barang sesudah pembelian.
d. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jila pembelian dilakukan secara hutang.
Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau 9e) tidak
dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:
a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan aas
barang yang dijual.
c. Membatalkan kontrak.
Jual beli Murabahahdi atas hanya utuk barang atau produk
yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negoisasi

dan kontrak.'

4. Macam-Macam Murabahah

Murabahahdapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

' Muhammad Syafi”i Antonio, Bank Syariah Dan Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001),
103.
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1. Murabahah tanpa pesanan, yaitu apabila ada yang memesan atau
tidak, ada yang beli atau tidak, lembaga keuangan syariah
menyediakan dagangannya. Akan tetapi, penyediaan barang
tersebut tidak bepengaruh atau terkait langsung dengan ada
tidaknya pesanan atau pembeli.

2. Murabahah berdasarkan pesanan, yaitu lembaga keuangan syariah
baru akan melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila
ada nasabah yang memesan barangg schingga penyediaan barang
baru dilakukan jika ada pesanan. Akan tetapi, pengadaan barang
sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau

pembelian barang tersebut."

5. Aplikasi Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah.
Murabahah dapat dilakukan dengan pesanan. Lembaga
keuangan syariah (LKS) melakukan pembelian barang setelah ada
pemesanan barang dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat nasabah
untuk membeli barang yang dipesannya (LKS dapat meminta uag
muka pembelian kepada nasabah)."
Secara umum proses aplikasi murabahah dalam lembaga

keuangan syariah adalah:

" Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah (Y ogyakarta Pustaka Pelajar,2008), 105-106.
“Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dan Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001),

120.
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1. Nasabah mengajukan secara rinci kebutuhan akan barang yang
akan dibeli. Rincian barang tersebut dapat berupa jenis, merel,
tahun pembuatan, wrna, ukuran bentuk sampai padaa tempat
pembelian. Semakin rinci, maka semakin baik.

2. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bersama nasabah yang
membutuhkan akan melihat dengan pasti tentang barang yang
dimaksud.

3. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) akan membeli barang tersebut
kepada supplier, dengan harga pokok yang diketahui kedua belah
pihak.

4. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) akan menjual kembali barang
tersebut kepada nasabah yang membutuhkan seharga pembelian
pokok ditambahkan keuntungan (margin) yang disepakati.

5. Jika Kondisi tidak memungkinkan bagi Lembaga Keuangan
Syariah (LKS) untuk membeli terlebih dahulu barang tersebut,
maka LKS dapat memberi jasa kepada nasabah untuk membeli
sendiri  barang tersebut kemudian nota pembeliannya

diberitahukan kepada LKS."

6. Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.

04/DSN_MUI/IV/2000, yang ditetapkan pada tanggal 01 April 2000

"> Muhammad Ridwan, Manajemen Bait al Mal Wa at Tamwil (BMT) (Yogyakarta: UII Press,
Cet 11, 2005), 168.
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tentang akad Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh Bank Syariah
atau Lembaga Keuangan Syariah, yaitu menjual suatu barang degan
menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya
dengan harga yang lebih sebagai laba.
Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH"®
Pertama : Ketentua Umum Murabahah dalam Bank Syariah
1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang
bebas riba.
2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah
Islam.
3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian
barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama
bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah
(pemesan) denga harga jual senilai harga beli plus
keuntungannya. Dalam kairtan ini Bank harus memberitahu
secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya

yang diperlukan.

' Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MULNo. 04/DSN_MUI/TV/2000 Tentang Murabahah
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Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati
tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan
akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjin khusus
dengan nasabah.

Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus

dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada nasabah

1)

2)

3)

4)

Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian
surat barang atau aset kepada bank.

Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli
terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan
pedagang.Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada
nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai
dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara
hukum perjanjian tersebut mengikat: kemudian kedua belah
pihak harus membuat kontrak jual bli.

Dalam jual beli ini bank diboleh kan meminta nasabah untuk
membayar uang muka saat mendatangani kesepakatan awal
pemesanan.

Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut,

biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
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1. Jika nilai vang muka kurang dari kerugian yang harus
ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa
kerugiannya kepada nasabah.

2. Jika uvang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai
alternatif dari uang muka, maka:

a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang
tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.

b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik
bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh
bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka
tidak  mencukupi, nasabah  wajib  melunasi
kekurangannya.

Ketiga: Jaminan dalam Murabahah
1) Jaminan dalam Murabahah dibolehkan, agar nasabah serius
dengan pesanannya.
2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan
yang dapat dipegang.
Keempat : Hutang dalam Murabahah
1) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi
murabahah tidak ada kaintannya dengan transaksi lain yang
dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut.

Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan
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keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk
menyelesaikan hutangnya kepada bank.

2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3) Jika pejualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah
tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan
awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau
meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan Pembayaran dalam Murabahah

1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan
menunda penyelesaian utangnya.

2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja,
atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya,
maa penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal
menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang
sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan

kesepakatan.
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7. Skema Pembiayaan Murabahah
Secara umum penerapan trnasaksi murabahah dapat

digambarkan dalam bentuk skema' berikut ini:

1. Negoisasi &
persyaratan

2. Akad Murabahah

BMT g = NASABAH
6. Bayar A
3. Beli 5. Terima
Barang 4. kirim Barang&
> SUPLIER Dokumen
PENJUAL
Keterangan:

a. Bank syariah dan nasabah melakukan negoisasi tentang rencana
transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negoisasi meliputi
jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.

b. Bank Syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana
bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. dalam
akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli
ini, ditetapkam barang yang menjadi objek jua beli yang telah

dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.

"7 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Pers,
2001), 107.
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c. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan
nasabah, maka bank syariah membeli barang dari supplier/penjual.
Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan
keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.

d. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank
syariah.

e. Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen
kepemilikan barang tersebut.

f. Setelah menerima barang dan dokumen, maa nasabah melakukan
pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah

dengan cara angsuran.

8. Berakhirnya Murabahah
Para ulama fikih menyatakan bahwa akad murabahah akan

berakhir apabila terjadi hal- hal berikut ini:'®

a. Pembatalan akad, jika terjadi pembatalan akad oleh pembeli, maka
uang muka yang dibayar tidak dapat dikembalikan.

b. Terjadinya aib pada objek barang yang akan dijual yang
kejadiannya ditangan penjual.

c. Objek hilang atau musnah, seperti emas yang akan dijual hilang

dicuri orang.

'8 Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interprestasi Bunga Bank Kaum Neo-
Revivalis, terj. Arif Maftuhin, ( Jakarta: Paramadina, 2004), 120
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d. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad murabahah telah
berakhir. Baik cara pembayarannya secara sekaligus ataupun
secara angsuran.

e. Menurut jumhur ulama akad murabahah tidak berakhir (batal)
apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia dan
pembayaran belum lunas, maka hutangnya harus dibayar oleh ahli

warisnya.

9. Jaminan yang menjadi Obyek Murabahah

Dalam Murabahah Bank boleh meminta jaminan, adanya
jaminan bertujuan untuk melihat kesungguhan nasabah dalam
mengajukan pembiayaan selain itu jaminan juga digunakan sebagai
antisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semisal kredit
macet. Bukan sebagai obyek jual beli. Karena menjadikan barang yang
dibeli sebagai jaminan tidak boleh secara syar’i.

Mengenai hukum barang jaminan sebagai obyek jual beli
secara tangguh Ada 2 pendapat ulama’. Pertama, syarat ini hukumnya
terlarang obyek transaksi berupa barang jaminan, bertentangan dengan
konsekuensi akad. Karena tidak terjadi pemindahan kepemilikan
dengan sempurna penjual masih menahan barang itu sebagai barang
jaminan. Berikut pendapat para ulama’ yang melarang jual beli

dengan obyek barang jaminan tersebut:
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a. Menurut Imam Syafi’i, seperti dikutip Imam Ibnu Qudamah,
menyatakan jika dua orang berjual beli dengan syarat menjadikan
barang yang dibeli sebagai jaminan atas harganya, jual belinya
tidak sah. Sebab jika barang yang dibeli dijadikan jaminan, berarti
barang itu belum menjadi milik pembeli."

b. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haitami menyatakan, Tidak boleh
jual beli dengan syarat menjaminkan barang yang dibeli.”

c. Menurut Imam Ibnu Hazm menyatakan, Tidak boleh menjual
suatu barang dengan syarat menjadikan barang itu sebagai jaminan
atas harganya. Kalau jual beli sudah telanjur terjadi, harus
dibatalkan.”'

Kedua, pendapat yang membolehkan Barang jaminan menjadi
obyek transaksi jual-beli. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah,
Malik, salah satu pendapat as-syafi’i, dan pendapat yang shahih dari
ahmad. seperti yang dijelaskan:

a. Imam Ibnu Qudamah, Menurut Imam Ahmad, jaminan berupa
barang yang dibeli sah.*

b. Pendapat yang diadopsi Majma’  Al-Figh  Al-Islami
bahwa, Penjual tidak berhak mempertahankan kepemilikan barang

di tangannya, tapi penjual boleh mensyaratkan pembeli untuk

' Syaikh Muwafiquddin Ibnu Qudamah, A/-Mughni, Jilid 4 (Dar Al-Kutub,1997), 285

*Imam Ibnu Hajar Al- Haitami, Fatwa Al-Fighiyah Al-Kubro, Jilid 2, (Mesir: Abdul Hamid Al-
Hanafi),287

*' Ibnu Hazm, A/-Muhalla, Jilid 3, (Pustaka Azzam),427

* Abdurrahman  Al-Jaziri, Al-Figh Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah, Jilid 2,(Beirut: Dar Al-
Kutub),166
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menjaminkan barang yang dibeli guna menjamin hak penjual

memperoleh pembayaran angsuran yang tertunda.””

PWahbah Az-Zuhaili, A/-Mausu’ah Al-Figh Al-Islami Wa Al-Qodhoya Al-Fighiyah Al-
Mu’ashiroh,Volume 6, Cet.1,(Beirut: Darul Al-Fikr,2012),453



BAB III

IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN
PENGADAAN BARANG DI KJKS BMT UAS BOJONEGORO

A. Gambaran Umum BMT UAS Bojonegoro
1. Sejarah Berdirinya BMT UAS Bojonegoro

Untuk mengetahui sejarah berdirinya BMT-UAS  Cabang
Baureno, maka kita harus melihat sejarah berdirinya BMT-UAS.'

Sistem perekonomian dan tatanan kehidupan yang dikedepankan
pada masa orde baru ternyata tidak bisa memberikan jawaban akan
harapan terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

Sebagian besar dari mereka tinggal diperkotaan sehingga
perputaran uang dan aktivitas perekonomian berpusat di kota saja.
Sementara masyarakat desa yang notabene merupakan mayoritas dari
penduduk negeri ini tidak mendapat kesempatan dan perhatian yang
proporsional baik dari pemerintah maupun dari para praktisi dunia usaha
sehingga masyarakat desa hanya ditempatkan sebagai obyek pelengkap
dari sistem pembangunan ekonomi nasional.

Lembaga keuangan selama ini belum mampu diakses masyarakat
secara luas. Disamping itu belum adanya komitmen dari lembaga
perbankan untuk menciptakan usaha yang lebih adil untuk lebih

mensejahterakan masyarakat. Bunga bank yang menjadi dasar

"Dokumen Sejarah dan Profil Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil Usaha
Artha Sejahtera Bojonegoro.

42



43

operasional perbankan (konvensional) waktu itu masih menjadi
perdebatan dikalangan umat Islam.

Menyadari akan hal tersebut, timbul kesadaran untuk mencoba
memikirkan bentuk alternatif sebagai wujud peran serta dalam
pembangunan masyarakat. Akhirnya disepakati untuk merintis berdirinya
Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) di Pamotan, Rembang.

Tahap pertama yang manjadi target program BMT adalah
merekrut anggota masyarakat yang dianggap sukses secara ekonomi
untuk diajak bergabung menjadi anggota pendiri. Setiap anggota pendiri
diwajibkan menyimpan Simpanan Pokok sebesar Rp. 250.000,00. BMT
UAS didirikan pada tanggal 19 Oktober 1998 dengan jumlah Pendiri
sebanyak 26 orang, dikelola oleh 5 Pengelola, dengan modal awal sebesar
Rp. 1.175.000,00. Pada awal operasi BMT UAS meminjam rumah salah
satu Pendiri. Selama 9 tahun beroperasi, kini BMT UAS telah memiliki 1
kantor pusat dan 6 kantor cabang, serta Pengelola sebanyak 49 orang.
KIJKS BMT UAS- merupakan lembaga kuangan syariah mikro yang ada
diwilayah Kabupaten Rembang, tepatnya di Desa Pamotan Jl. Raya
Lasem Km 2 No 27 Pamotan Rembang 59261 Telpn (0295)5503021.
KJKS BMT UAS dalam operasionalnya memiliki dua peran sebagaimana
dari singkatan BMT itu sendiri. Yaitu Baitul Maal dan Baitul Tanwil,
Baitul Maal yang memiliki arah pengelolaan dana sosial sedangkan
Baitul Tanwil mengarah kepada komersial. Keduanya tidaklah terpisah

namun keduannya memilki peran yang sinergi dalam roda
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kelembangannya. Meskipun pada mulanya Baitul Tanwil-lah yang
pertama peroperasi, seiring perkembangan maka baitul maal pun dapat
diwujudkan keberadaannya.

Baitul Maal KJKS BMT Usaha Artha Sejahtera (UAS), yang pada
mulanya berembrio dari pengelolaan dana ZIS yang diposkan sendiri
yang dilakukan sejak awal pendirian Baitul Tanwil yang didirikan pada
tanggal 19 Oktober 1998, dengan pengelolaan pakai habis disalurkan
kepada fakir miskin. Pada tahun 2006 pengelolaan ZIS tersebut mulai
digodok dan dilembagakan ke dalam Baitul Maal yang dikelola dibawah
Manajer Operasional, kemudian pada tahun 2007 struktural ini berubah
langsung dibawah Direktur dengan struktur sendiri dan memiliki
program sendiri dalam mengembangkan Baitul Maal.

Sampai saat ini Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Usaha
Artha Sejahtera, Pamotan, Rembang sebagai kantor pusat telah memiliki
satu gedung pusat yang cukup megah dan delapan kantor cabang. Jumlah
pengelola saat ini sebanyak 73 pengelola, lima tenaga keamanan dan
empat tenaga kebersihan serta seorang sopir. Peningkatan ini juga diikuti
dengan peningkatan aset dari tahun ke tahun yang hingga periode 31
Desember 2013 telah mencapai Rp. 73.080.806.065,71.

Hingga saat ini KJKS BMT Usaha Artha Sejahtera telah
membuka beberapa cabang di berbagai kota,

Tahun 2000 membuka kantor Cabang Jatirogo.

Tahun 2002 membuka kantor Cabang di Lodan Sarang.
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Tahun 2004 membuka kantor Cabang Bangilan.

Tahun 2006 membuka kantor Cabang di Senori dan Kenduruan.
Tahun 2008 membuka kantor cabang Purwosari.

Tahun 2010 membuka kantor cabang Kalitidu.

Dan pada awal Maret-2014, BMT UAS membuka kantor cabang
di kota Bojonegoro. Harus diakui, secara nominal pangsa pasar perbankan
syariah di industri perbankan nasional masih kecil. Asetnya baru
menguasai 1,13% dari total aset perbankan nasional dan kucuran dana
pembiayaannyapun baru 1,99% dari seluruh kredit yang dikucurkan
perbankan Indonesia. Meski begitu, banyak pelaku perbankan Indonesia
yang yakin bahwa perbankan syariah di Indonesia cukup menjanjikan.
Prospek bank syariah di Indonesia pada masa mendatang dipercaya akan
makin baik karena ada kejelasan visi, misi dan pengembangan perbankan
syariah nasional oleh otoritas perbankan di Indonesia.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Usaha Artha Sejahtera,
Pamotan, Rembang mempunyai legalitas berdasarkan Surat Keputusan
(SK) Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Nomor:
067/BH/KDK.11.13/1V/1999, Tanggal: 27 April 1999, sebagai Koperasi
Aneka Usaha (KAU), kemudian terjadi perubahan dengan Surat
Keputusan (SK) Menteri Negara Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah,
Nomor: 67.a/BH/KDK.11.13/V1/2004,Tanggal: 16 Juni 2004, menjadi
Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS). Terakhir kali hingga saat

operasional ini telah terjadi perubahan lagi dengan adanya Surat
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Keputusan (SK) Menteri Negara Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah,
Nomor:067.b/BH/PAD/XV1.22/X1/2007, Tanggal 5 November 2007,
menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Adapun Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) adalah 01.838.349.7-507.000 dan Surat Ijin Usaha
Perdagangan (SIUP) Nomor:152/11.26/PK/VIl/2004, Tanggal: 27 Juli
2004.

Sedangkan untuk KJKS BMT UAS Cabang Bojonegoro beroprasi
mulai awal maret 2014. Dengan jumlah pengelola 7 orang dan jumlah
anggota mencapai 500 orang. Hingga saat ini aset dari kantor cabang
bojonegoro telah mencapai Rp. 950.030.500,00 dengan kantor yang

sangat nyaman dan lengkap dengan fasilitasnya.

2. Maksud dan Tujuan.
1. VISI dan MISI
Visi KJKS BMT Usaha Artha Sejahtera, Pamotan, Rembang
adalah: “Meningkatkan kualitas ibadah anggota sehingga mampu
berperan sebagai khalifah Allah”
Misi KJKS BMT Usaha Artha Sejahtera, Pamotan, Rembang
adalah:
1) Untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan
ekonomi, memberdayakan pengusaha mikro serta membina
kepedulian  aghniya{si kaya) kepada dhuafa’ (si miskin)

secara terpola dan berkesinambungan.
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2) Meningkatkan kesejahteraan anggota.

3) Memperkuat dan memperluas anggota diseluruh wilayah kerja
KJKS BMT Usaha Artha Sejahtera, Pamotan, Rembang.

4) Meningkatkan profesionalisme kerja dalam suasana yang
kondusif untuk menghasilkan kinerja yang terbaik dan
amanah.

5) Meningkatkan manajemen pendampingan secara berkelanjutan
bagi anggota agar lebih profesional dan Islami.

6) Manambah nilai ibadah yang produktif.

7) Mengentaskan mustahid menjadi muzakki

8) Mewujudkan BMT UAS sebagai pilihan utama lembaga
keuangan syariah pada segmen usaha kecil, menengah dan
mikro
Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Usaha Artha Sejahtera,

Pamotan, Rembang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan
pijakan keswadayaan, dikelola secara profesional, didirikan dan
dikelola untuk kepentingan masyarakat. Selain itu juga bersifat bisnis
yang berorientasi pada keuntungan, terbuka, sukarela dan terpadu.
Moto KJKS BMT UAS adalah ’Memberdayakan Ummat,
Menggapai Rahmat” serta Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT
Usaha Artha Sejahtera, Pamotan, Rembang mempunyai strategi

sebagai berikut:
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. Merumuskan tahapan perkembangan Koperasi Jasa Keuangan

Syariah Baitul Maal Wat Tamwil.

Menerjemahkan visi dan misi ke dalam bentuk yang
operasional.

Merumuskan jasa layanan/produk.

Mengidentifikasi hambatan dan persaingan.

Meningkatkan kualitas dan volume pembiayaan serta
meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara
berkesinambungan.

Meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak.

Dan sebagai tujuan serta sasarannya adalah sebagai berikut:

1.

Meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pengelolaan
yang profesional.

Penguatan modal jasadiyah dan ruhiyah bagi anggota secara
berkelanjutan.

Mewujudkan penerapan ekonomi syariah untuk masyarakat
ekonomi kecil menengah.

Meningkatkan kualitas ibadah baik habluminallah dan
habluminannas.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Usaha Artha Sejahtera,

Pamotan, Rembang sebagai lembaga jasa keuangan mikro syariah

menetapkan budaya kerja dengan prinsip-prinsip syariah yang

mengacu pada sikap akhlaqul karimah dan kerahmatan. Sikap
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tersebut terinspirasi dengan empat sifat Rasulullah Muhammad

SAW yaitu:
1. Shidig.
2. Amanah.
3. Fathonah.
4. Tabligh.

3. Produk-Produk BMT UAS Bojonegoro

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Usaha Artha Sejahtera

dari sisi operasionalnya mempunyai dua jenis layanan produk yaitu

simpanan dan pembiayaan, adalah sebagai berikut:

1. Simpanan

Berikut adalah produk-produk simpanan Koperasi

Jasa

Keuangan Syariah BMT Usaha Artha Sejahtera, Pamotan, Rembang:

€.

Simpanan Muamalah

Simpanan Muamalah Berjangka

Simpanan Pendidikan

Simpanan Qurban,

Simpanan Wadi’ah

2. Simpanan Cadangan Pembiayaan

a.

b.

Pembiayaan Mudharabah (bagi hasil)
Musyarakah (bagi hasil bersyarikah)
Murabahah (pengadaan barang jatuh tempo)

Bai’ Bi Tsaman ‘Ajill BBA (pengadaan barang cicilan)
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e. ljarah (prinsip sewa)

f.  Qardhul Hasan

B. Prosedur Pembiayaan Murabahah di KIKS BMT UAS Bojonegoro
1. Tahap Pendaftaran Permohonan Pembiayaan.

Pada tahap pengajuan pembiayaan, calon nasabah yang ingin

mendapatkan pembiayaan harus datang ke BMT UAS untuk melakukan

pengajuan pembiayaan Murabahah. Proses yang harus dilakukan adalah:*

a. Sebelum nasabah datang ke BMT UAS, pihak nasabah meminta
pembiayaan secara lisan kepada petugas BMT yang bertugas
dilapangan.

b. Nasabah datang ke BMT UAS bagian AO (accounting officer) untuk
mendapatkan formulir surat keterangan permohonan pembiayaan
Murabahah.

c. Pihak AO (accounting officer)memberikan petunjuk-petunjuk
pengisian formulir keterangan permohonan pembiayaan.

d. Nasabah mengisi formulir keterangan permohonan pembiayaan yang
telah di sediakan oleh BMT disertai dengan melampirkan syarat
kelengkapan lainnya yang berupa:

2. Persyaratan
a. Foto copy KTP suami/istri

b. Foto copy buku nikah

Rokhim, WawancaraBojonegoro, 9 juni 2018.
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c. Foto copy KK

d. Foto copy agunan

e. Semua berkas tersebut diserahkan ke AO (accounting officer)

3. Prosedur

Tahapan atau prosedur pengajuan pembiayaan Murabahah di BMT UAS

Bojonegoro.

a. Calon nasabah/anggota pembiayaan harus menjadi nasabah/anggota di
BMT UAS dengan membuka rekening tabungan awal dengan
pembukuan rekening tabungan dengan membayar Rp. 10.000. dengan
rincian untuk simpanan pokok dan simpanan wajib serta biaya
administrasi pembukuan rekening awal.

b. Setelah menjadi nasabah/anggota BMT UAS langkah selanjutnya
adalah mengisi fomulir permohonan pengajuan pembiayaan dengan
identitas lengkap nasabah. Serta melampirkan persyaratan-
persyaratan yang telah disebutkan di atas.

c. Selanjutnya nasabah/anggota masuk daftar antrian untuk
mendapatkan pembiayaan Murabahah.

d. Selanjutnya Customer Service dan Account Officer BMT UAS
melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas.

1) Jika berkas belum lengkap maka BMT UAS mempersilakan
nasabah untuk melengkapinya terlebih dahulu.
2) Jika berkas yang disertakan lengkap dan sesuai dengan persyaratan

maka tim BMT UAS melakukan Survey kepada anggota.
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Account Ofticer (AO) melakukan Survey kepada anggota dengan
melakukan tinjauan lapangan kepada anggota pembiayaan untuk
memperoleh informasi lebih lengkap dan melihat langsung asset yang
akan dijadikan jaminan oleh anggota pembiayaan. Pada tahap survey
ini juga dilakukan analisis kelayakan usaha anggota menggunakan
Formulir Permohonan Pembiayaan, Rancangan Anggaran Belanja
Anggota, dan berkas-berkas kelengkapan lainnya.

Kemudian bagian operasional menyiapkan dokumen persetujuan
pembiayaan dan jadwal pencairan dana.

Setelah jadwal pencairan dana dibuat maka pihak BMT UAS
menginformasikannya kepada nasabah/anggota.

. Nasabah/anggota datang sesuai jadwal yang ditentukan sambil
menyerahkan jaminan. Disini jaminan di cek keasliannya apakah
sudah sesuai dengan berkas yang dilampirkan pada saat pengajuan
surat permohonan pembiayaan.

Setelah itu kedua belah pihak yaitu BMT UAS dan nasabah/anggota
melakukan akad pembiayaan/pengikat antara kedua belah pihak.
Setelah ada pengikat antara kedua belah pihak, kemudian BMT
memberikan pembiayaan berupa uang yang telah disepakati kepada
nasabah senilai dengan harga barang yang diminta oleh
nasabah/anggota.

Setelah menerima uang yang sesuai dengan yang di ajukan oleh

nasabah/anggota selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam
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persetujuan murabahah pelunasan pada BMT UAS dilaksanakan oleh
nasabah/anggota sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
l. Nasabah/anggota melakukan pelunasan, baik sekaligus ataupun

diangsur.

C. Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pengadaan Barang Di KJKS
BMT UAS Bojonegoro

Murabahah merupakan jual-beli barang pada harga asal dengan
tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberikan harga
produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai
tambahannya.

Pembiayaan dengan akad murabahahb yang ada di BMT UAS
Bojonegoro adalah salah satu pembiayaan yang paling sering digunakan
dikalangan masyarakat sekitar BMT UAS Bojonegoro karena mayoritas
masyarakat membutuhkan barang untuk kebutuhannya.

BMT UAS Bojonegoro dalam mengimplementasikan pembiayaan
murabahah mempunyai dua kriteria; yang pertama pembiayaan yang
senilai dibawah Rp. 4.000.000,- kedua pembiayaan yang senilai diatas Rp
5.000.000,- Perbedaannya terletak pada formulir atau bukti pembiayaan
mudarabah sendiri. Untuk pembiayaan yang dibawah Rp. 4.000.000,-
formulir yang digunakan hanya satu lembar bukti pembiayaan, sedangkan
untuk diatas Rp. 5.000.000,- formulir atau bukti pembiayaanya lebih tebal

dan menggunakan jaminan atau agunan, dan juga menggunakan materai
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6.000. dua kriteria tersebut dapat digunakan sebagai pembiayaan apapun
sesuai dengan kebutuhan anggota nasabah.

Banyak anggota nasabah yang meminta pembiayaan berupa
barang baik barang yang mudah dibawa ataupun barang yang cukup besar,
barang yang mudah dibawa misalnya; hp, leptop, tv, dll. Untuk barang
yang cukup besar diantaranya; kulkas, mesin cuci, furniture dll. Pihak
BMT UAS Bojonegoro melayani semua bentuk pembiayaan sesuai
permintaan anggota nasabah.

Dalam hal ini pihak BMT UAS Bojonegoro mengelompokkan
pembiayaan-pembiayaan yang di anggap cukup sulit untuk dijangkau,
dengan adanya kriteria-kriteria tersebut pihak BMT UAS Bojonegoro
tidak menolak atau tidak mengabulkan permintaan dari nasabah/anggota.

Pembiayaan murabahah di BMT UAS Bojonegoro mula-mula
dimulai dari kebutuhan nasabah/anggota yang membutuhkan suatu barang
(besar). Kemudian nasabah mengajukan pembiayaan dengan meminta
pihak BMT UAS Bojonegoro yang bertugas dilapangan.

Pihak nasabah yang melakukan atau miminta kredit barang,
berupa barang besar seperti hal nya: kulkas, mesin cuci, ac, furniture, dlIl.
Pihak BMT UAS tetap akan memberikan pinjaman, akan tetapi dalam
bentuk uang, yang sesuai dengan harga barang yang di kehendaki oleh
nasabah, Dalam hal ini pihak BMT UAS Bojonegoro secara tidak

langsung mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang
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diinginkan tersebut sesuai dengan kebutuhan nasabah. Akad yang sesuai
dalam peristiwa tersebut adalah akad “murabahah bil wakalah”.

Pembiayaan yang berupa barang, baik barang kecil maupun barang
besar akad yang sesuai adalah akad murabahah. Murabahah merupakan
akad jual beli barang, dimana penjual menyebutkan harga pembelian
barang kepada pembeli, kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan
mensyaratkan ketentuan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam
akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan
atas harga beli dengan harga jual, yang disebut dengan margin
keuntungan.

Namun saat ini pihak BMT UAS mengurangi pembiayaan berupa
barang, pihak BMT UAS sekarang lebih memilih mencairkan sejumlah
uang yang dikehendaki nasabah tersebut baik barang yang mudah di bawa
maupun yang sulit dibawa. Selain digunakan sebagai akad pembiayaan
pembelian barang, akad murabahah juga digunakan sebagai akad
pinjaman uang.

Dalam melayani anggota nasabah yang mengajukan permohonan
pembiayaan berupa barang, pihak BMT UAS menganjurkan pihak
anggota nasabah untuk membeli barang tersebut sendiri sesuai dengan
apa yang di ingginkan anggota nasabah tersbut. Pihak BMT UAS
Bojonegoro memberikan kebebasan kepada nasabah dalam masalah
pembelian, pihak BMT UAS Bojonegoro tidak menuntut dimanapun

pihak anggota nasabah membeli barang yang di inginkan.
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Alasan mengapa BMT UAS Bojonegoro memilih mencairkan
sejumlah uang, diantaranya; yang pertama. Pihak BMT UAS Bojonegoro
dengan memilih mencairkan sejumlah uang, pihak anggota nasabah bisa
memilih barang yang dikenhendaki, dengan begitu pihak BMT UAS
Bojonegoro tidak menolak nasabah yang mengajukan permohonan
pembiayaan berupa barang. Kedua, pengurusan pembelian barang yang
memakan waktu. Ketiga, penyerahan barang yang tidak bisa secara
langsung dalam artian barang yang diminta harus diantar di rumah.
Keempat, biaya pengiriman atau ongkos kirim karena barang yang
diminta tidak bisa dibawa oleh pegawai BMT UAS, jadi harus
mengunakan alat transportasi lain. Kelima apabila barang tidak ada
garansi dari toko yang dibeli oleh pihak BMT UAS, maka kerusakan yang
dialami ditanggung oleh pihak BMT UAS, dan apabila kerusakan terjadi
setelah anggota nasabah memakai barang tersebut pihak BMT UAS tidak
bertangung jawab mengenai itu, tetapi anggota nasabah memiinta kepada
pihak BMT UAS akan kerusakan tersebut. Maka dari itu pihak BMT
UAS tidak mau ambil resiko akan pengadaan barang.

Pembiayaan murabahah di BMT UAS Bojonegoro digunakan
berbagai macam bentuk pembiayaan diantaranya; digunakan sebagai
pinjaman berupa sejumlah uang yang dikehendaki anggota nasabah, dan
jika anggota nasabah mengajukan permohonan pembiayaan berupa
barang, pihak BMT UAS lebih memilih mencairkan senilai uang yang

diperlukan nasabah, pihak BMT UAS saat ini mengurangi pembiayaan
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berupa barang, anggota nasabah yang mengajukan permohonan
pembiayaan barang dianjurkan untuk membeli barang yang dibutuhkan
tersebut sendiri.

Berikut hasil wawancara pada nasabah yang melakukan
pembiayaan pembilan barang.

Pertama, Ibu Hj. Wasri ini salah satu pedagang di Pasar Baureno.
Ibu Hj. Wasri beralamatkan di Jl. Raya Bojonegoro No0.0301 Banaran
Babat. Ibu Hj. Wasri meminta kepada petugas BMT yang melakukan
penarikan di Pasar, namun petugas yang bertugas dilapangan tidak bisa
memberikan persetujuan kepada nasabah, sebelum manager memberikan
persetujuan, setelah manager setuju pihak nasabah dipanggil untuk datang
ke BMT UAS untuk mengisi formulir dan membawa persyaratan
pengajuan pembiayaan, permohonan pembiayaan nasabah disetujui maka
petugas adminiistrasi pembiayaan membuat akad pembiayaan murabahah,
sebelum mengisi formulir pihak account officer menjelaskan mengenai
permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah, bahwa dalam
pembiayaan barang yang cukup besar pihak BMT mencairkan berupa
uang yang senilai harga barang yang diperlukan nasabah.
Kemudiannasabah melakukan /Jjab Qabul dan pendatanganan akad
pembiayaan murabahah.’

Ibu Hj. Wasri adalah seorang nasabah yang melakukan pembelian

pembiayaan barang berupa kulkas merk “sharp” seharga Rp. 1.800.000

3 Wasri, Wawancara, Lamongan, 11 juni 2018.
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dan sisa uang dari pembelian sebesar Rp. 200.000, sisa uang tersebut
tetap digunakam Ibu Wasri untuk kebutuhan lainnya. Ibu Hj. Wasri tidak
memberikan keterangan atau informasi mengenai barang yang dibeli,
begitu sebaliknya pihak BMT UAS juga tidak mengklarifikasi anggota
nasabah apakah benar-benar membeli barang tersebut.

BMT UAS Bojonegoro mencairkan uang sebesar Rp. 2.000.000
dan dikenakan margin sebagai kewajiban yag harus dibayar oleh nasabah
kepada BMT UAS Bojonegoro sebesar Rp 1.500 dan biaya cadangan
resiko sebesar Rp. 500, margin dan cadangan resiko dijumlah Rp 1.500 +
Rp. 500 = Rp. 2.000 kemudian Rp. 2.000 X 100 hari = Rp. 200.000, dan
pembayaran dilakukan secara angsuran. Diangsur sebanyak 100 kali
dengan sistem angsuran harian dengan angsuran sebesar Rp. 22.000 setiap
hari. Dengan mengunakan akad murabahah. Dengan tanggal realisasi08
Januari 2018 dan tanggal jatuh tempo25 Mei2018.

Kedua, Ibu Ifa Minarti yang beralamat di JI. Pramuka No. 212 Rt
03/Rw 10 Babat Lamongan. melakukan pengajuan permohonan
pembiayaan barang berupa mesin cuci yang digunakan untuk
kebutuhannya sendiri, Ibu Ifa Minarti membelikan sebuah mesin cuci
merk “Aqua” seharga Rp. 1.325.000, sisa dari pembeliah sebesar Rp.
675.000, sisa uang tersebut digunakan Ibu Ifa Minarti seabagai tambahan

modal dagangannya dipasar.”

*Ifa Minarti, wawancara, Lamongan, 11 juni 2018
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BMT UAS Bojonegoro mencairkan uang sebesar Rp. 2.000.000
dan dikenakan margin sebagai kewajiban yag harus dibayar oleh nasabah
kepada BMT UAS Bojonegoro, sebesar Rp. 2.000 X 100 hari = Rp.
200.000, dan pembayaran dilakukan secara angsuran. Diangsur sebanyak
100 kali dengan sistem angsuran harian dengan angsuran sebesar Rp.
22.000 setiap hari, Rp. 2.000 sebagai keuntungan bagi pihak BMT UAS
dan Rp. 20.000 sebagai titipan, jadi total semua Rp. 22.000. Dengan
mengunakan akad murabahah. Dengan tanggal realisasi 10 Nopember
2017 dan tanggal jatuh tempo 30 Maret 2018.

Ketiga, Ibu Siti Kholifatul Jannah yang beralamat di Desa Karang
Dayu Rt.13/Rw.06 Kecamatan Baureno Bojonegoro. Melakukan
pengajuan permohonan pembiayaan sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,
digunakan untuk membeli etalase dan sebagian digunakan sebagai biaya
stok dagangan make up nya.’

BMT UAS Bojonegoro mencairkan uang sebesar Rp.5.000.000
dengan angsuran sebanyak 100 kali dengan sistem angsuran harian
dengan angsuran sebesar Rp.55.000 setiap hari. Rp.50.000 sebagai biaya
titipan pokok, dan Rp.5.000 sebagi margin keuntungan untuk pihak BMT
UAS. Dengan tanggal realisasi 01 Nopember 2017 dan tanggal jatuh
tempo 21 Maret 2018.

Keempat, Ibu Muchlishotul Atiq yang beralamat di Jl. Kanor

16/08 Pasinan Baureno, mengajukan permohonan pembiayaan sejumlah

> Siti Kholifatul Jannah, wawancara, Bojonegoro, 03 Agustus 2018
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uang sebesar Rp. 5.000.000, digunakan untuk keperluaannya. Ibu
Muchlishotul Atiq adalah nasabah lama di BMT UAS Bojonegoro
sebelumnya beliau melaukan permohonan pembiayaan berupa barang
yaitu satu buah Hp. Setelah angsurannya selesai Ibu Muchlishotul Atiq
mengajukan permohonan lagi kepada pihak BMT UAS sebesar
Rp.5.000.000.°

Permohonan pembiayaan berupa uang sebesar Rp.5.000.000
dengan angsuran sebanyak 100 kali dengan sistem angsuran harian,
dengan angsuran sebesar Rp.55.000 setiap hari. Rp.50.000 sebagai biaya
titipan pokok, dan Rp.5.000 sebagi margin keuntungan untuk pihak BMT
UAS. Dengan tanggal realisasi 10 September 2017 dan tanggal jatuh
tempo 30 Januari 2018.

Kelima, Bapak Munajat seorang pedagang kelapa di Pasar
Sumberrejo mengajukan permohonan pembiayaan berupa alat giling
kelapa untuk keperluan daganganya dipasar. Bapak Munajat yang
beralamat di Desa Samberan Rt.06/Rw.01 Kecamatan Kanor
Bojonegoro.7

BMT UAS Bojonegoro mencairkan uang sebesar Rp. 2.000.000
dan dikenakan margin sebagai kewajiban yag harus dibayar oleh nasabah
kepada BMT UAS Bojonegoro sebesar Rp 1.500 dan biaya cadangan
resiko sebesar Rp. 500, margin dan cadangan resiko dijumlah Rp 1.500 +

Rp. 500 = Rp. 2.000 kemudian Rp. 2.000 X 100 hari = Rp. 200.000, dan

® Muchlishotul Atiq, Wawancara, Bojonegoro, 03 Agustus 2018.
” Munajat, Wawancara, Bojonegoro, 12 juni 2018.
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pembayaran dilakukan secara angsuran. Diangsur sebanyak 100 kali
dengan sistem angsuran harian dengan angsuran sebesar Rp. 22.000 setiap
hari. Dengan mengunakan akad murabahah. Dengan tanggal realisasil5
Juli 2016 dan tanggal jatuh tempo 15 Januari 2017.

Tidak semua nasabah mengerti tentang akad-akad pembiayaan
yang ada di BMT UAS Bojonegoro, pihak nasabah lebih mementingkan

apa yang diinginkan dikabulkan oleh pihak BMT UAS Bojonegoro.



BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD
MURABAHAHDALAM PEMBIAYAAN PENGADAAN BARANG DI KJKS
BMT UAS BOJONEGORO

A. Analisis Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pengadaan
Barang Di KJKS BMT UAS Bojonegoro.

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana analisis implementasi
akad murabahah dalam pembiayaan pengadaan barang di KIKS BMT
UAS Bojonegoro dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap
implementtasi akad murabahah dalam pembiayaan pengadaan barang di
KJKS BMT UAS Bojonegoro

BMT UAS Bojonegoro merupakan Lembaga Keuangan Syariah
yang didirikan oleh beberapa anggota masyarakat yang dianggap sukses
secara ekonomi untuk di ajak bergabung menjadi anggota pendiri,
pertama kali BMT UAS didirikan di Desa Pamotan JI. Raya Lasem Km 2
No 27 Pamotan Rembang Jawa Te nggah. Dalam operasionalnya
memiliki dua peran sebagaimana dari singkatan BMT itu sendiri. Yaitu
Baitul Maal dan Baitul Tanwil, Baitul Maal yang memiliki arah
pengelolaan dana sosial sedangkan Baitul Tanwil mengarah kepada
komersial. Keduanya tidaklah terpisah namun keduannya memilki peran
yang sinergi dalam roda kelembangannya.

Pembiayaan dengan akad murabahahb yang ada di BMT UAS

Bojonegoro adalah salah satu pembiayaan yang paling sering digunakan
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dikalangan masyarakat sekitar BMT UAS Bojonegoro karena mayoritas
masyarakat membutuhkan barang untuk kebutuhannya.

BMT UAS Bojonegoro dalam mengimplementasikan pembiayaan
murabahah mempunyai dua kriteria; yang pertama pembiayaan yang
senilai dibawah Rp. 4.000.000,- kedua pembiayaan yang senilai diatas Rp
5.000.000,- Perbedaannya terletak pada formulir atau bukti pembiayaan
mudarabah sendiri. Untuk pembiayaan yang dibawah Rp. 4.000.000,-
formulir yang digunakan hanya satu lembar bukti pembiayaan, sedangkan
untuk diatas Rp. 5.000.000,- formulir atau bukti pembiayaanya lebih tebal
dan menggunakan jaminan atau agunan, dan juga menggunakan materai
6.000. dua kriteria tersebut dapat digunakan sebagai pembiayaan apapun
sesuai dengan kebutuhan anggota nasabah.

Banyak anggota nasabah yang meminta pembiayaan berupa
barang baik barang yang mudah dibawa ataupun barang yang cukup besar,
barang yang mudah dibawa misalnya; hp, leptop, tv, dll. Untuk barang
yang cukup besar diantaranya; kulkas, mesin cuci, furniture dll. Pihak
BMT UAS Bojonegoro melayani semua bentuk pembiayaan sesuai
permintaan anggota nasabah.

Dalam hal ini pihak BMT UAS Bojonegoro mengelompokkan
pembiayaan-pembiayaan yang di anggap cukup sulit untuk dijangkau,
dengan adanya kriteria-kriteria tersebut pihak BMT UAS Bojonegoro

tidak menolak atau tidak mengabulkan permintaan dari nasabah/anggota.
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Pembiayaan murabahah di BMT UAS Bojonegoro mula-mula
dimulai dari kebutuhan nasabah/anggota yang membutuhkan suatu barang
(besar). Kemudian nasabah mengajukan pembiayaan dengan meminta
pihak BMT UAS Bojonegoro yang bertugas dilapangan.

Pihak nasabah yang melakukan atau miminta kredit barang,
berupa barang besar seperti hal nya: kulkas, mesin cuci, ac, furniture, dlIl.
Pihak BMT UAS tetap akan memberikan pinjaman, akan tetapi dalam
bentuk vang, yang sesuai dengan harga barang yang di kehendaki oleh
nasabah, Dalam hal ini pihak BMT UAS Bojonegoro secara tidak
langsung mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang
diinginkan tersebut sesuai dengan kebutuhan nasabah. Akad yang sesuai
dalam peristiwa tersebut adalah akad “murabahah bil wakalah”.

Pembiayaan yang berupa barang, baik barang kecil maupun barang
besar akad yang sesuai adalah akad murabahah. Murabahah merupakan
akad jual beli barang, dimana penjual menyebutkan harga pembelian
barang kepada pembeli, kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan
mensyaratkan ketentuan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam
akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan
atas harga beli dengan harga jual, yang disebut dengan margin
keuntungan.

Namun saat ini pihak BMT UAS mengurangi pembiayaan berupa
barang, pihak BMT UAS sekarang lebih memilih mencairkan sejumlah

uang yang dikehendaki nasabah tersebut baik barang yang mudah di bawa
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maupun yang sulit dibawa. Selain digunakan sebagai akad pembiayaan
pembelian barang, akad murabahah juga digunakan sebagai akad
pinjaman uang.

Dalam melayani anggota nasabah yang mengajukan permohonan
pembiayaan berupa barang, pihak BMT UAS menganjurkan pihak
anggota nasabah untuk membeli barang tersebut sendiri sesuai dengan
apa yang di ingginkan anggota nasabah tersbut. Pihak BMT UAS
Bojonegoro memberikan kebebasan kepada nasabah dalam masalah
pembelian, pihak BMT UAS Bojonegoro tidak menuntut dimanapun
pihak anggota nasabah membeli barang yang di inginkan.

Alasan mengapa BMT UAS Bojonegoro memilih mencairkan
sejumlah uvang, diantaranya; yang pertama. Pihak BMT UAS Bojonegoro
dengan memilih mencairkan sejumlah uang, pihak anggota nasabah bisa
memilih barang yang dikenhendaki, dengan begitu pihak BMT UAS
Bojonegoro tidak menolak nasabah yang mengajukan permohonan
pembiayaan berupa barang. Kedua, pengurusan pembelian barang yang
memakan waktu. Ketiga, penyerahan barang yang tidak bisa secara
langsung dalam artian barang yang diminta harus diantar di rumah.
Keempat, biaya pengiriman atau ongkos kirim karena barang yang
diminta tidak bisa dibawa oleh pegawai BMT UAS, jadi harus
mengunakan alat transportasi lain. Kelima apabila barang tidak ada
garansi dari toko yang dibeli oleh pihak BMT UAS, maka kerusakan yang

dialami ditanggung oleh pihak BMT UAS, dan apabila kerusakan terjadi
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setelah anggota nasabah memakai barang tersebut pihak BMT UAS tidak
bertangung jawab mengenai itu, tetapi anggota nasabah memiinta kepada
pihak BMT UAS akan kerusakan tersebut. Maka dari itu pihak BMT
UAS tidak mau ambil resiko akan pengadaan barang.

Akad muraabahah bisa berubah setiap waktu sesuai permintaan
nasabah dan pihak BMT UAS Bojonegoro juga megikuti kebutuhan
masyarakat sekitar misalnya: musim pertanian, pembiayaan masuk

sekolah, dan walimabh.

. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Murabahah Dalam
Pembiayaan Pengadaan Barang Di KJKS BMT UAS Bojonegoro.

Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah
yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli. Murabahah
adalah pembiayaan dengan sistem jual beli yang menyatakan harga
perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh nasabah dan
lembaga keuangan syariah.

Suatu akad bisa terbentuk apabila rukunnya terpenuhi, yaitu para
pihak yang berakad, pernyataan kehendak para pihak, objek akad dan
tujuan akad. Kesepakatan akad dalam pembiayaan murabahah ketika
telah terjadi, maka besarnya harga sudah tidak dapat berubah lagi, namun
untuk menghindari terjadinya wanprstasi oleh pembeli yaitu tidak

membayar ataupun terlambat mengangsur pembiayaan murabahah, maka
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dalam perjanjian tersebut telah disetujui tentang pembayaran denda yang
harus dibayar pembeli.

Sedangkan rukun murabahah sendiri yaitu; adanya pihak yang
melakukan akad, yaitu penjual (ba’/) dan pihak pembeli (musytari), objek
akad barang dagangan (mabi’), harga (thman) pihak penjual memberitahu
harga pokok dan keuntungan, setelah barang dan harga sudah jelas dan
disepakati, kedua belah pihak melakukan ijab dan qabul (sighar).' Dalam
rukun murabahah dijelaskan bahwasannya pihak BMT UAS sebagai
penjual dan pihak anggota nasabah sebagai pembeli, dan disitulah nanti
akan terjadi ijab-qabul.

Obyek dalam akad murabahah adalah barang, pengadaan barang
yang dilakukan oleh pihak BMT UAS sebagai ba’7 (penjual) dan anggota
nasabah sebagai musytari yaitu (pembeli),

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-
MUI/IV/2000, yang ditetapkan pada tanggal 01 April 2000 tentang akad
murabahah untuk dijadikan pedoman oleh Bank Syariah atau Lembaga
Keuangan Syariah, dijelaskan dalam ketentuan umum murabahah dalam
Bank Syariah diantaranya;”

Pertama : Ketentua Umum Murabahah dalam Bank Syariah
1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas

riba.

' Ascarya, Akad dan Produk Perbankan Syariah (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), 82.
’Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUIL.No. 04/DSN_MUI/IV/2000 Tentang Murabahah
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2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah
Islam.

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang
yang telah disepakati kualifikasinya.

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah
(pemesan) denga harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.
Dalam kairtan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga
pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut
pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjin khusus dengan
nasabah.

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus
dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.
Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-

MUI/IV/2000, pada point sembilan (9) dijelaskan bahwa “Jika bank

hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak
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ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara
prinsip menjadi milik bank.”. jadi apabila pihak Lembaga Keuangan
Syariah atau BMT UAS Bojonegoro jika ada nasabah yang melakukan
permohonan pembiayaan pembelian barang (besar) dan pihak BMT pihak
merasa keberatan atas permohonan nasabah/anggota dengan alasan-alasan
tertentu, hendaknya pihak BMT UAS Bojonegoro mewakilkan kepada
nasabah/anggota yang melakukan permohonan pembiayaan barang (besar)
untuk membeli barang tersebut sendiri sesuai dengan kebutuhannya.

Telah dipaparkan bahwa akad murabahah adalah akad jual beli
berupa barang. Namun pihak BMT UAS Bojonegoro dalam
mengimplementasikan akad tersebut belum sesuai dengan ketentuan-
ketentuan hukum Islam dann Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Dalam pembiayaan pengadaan barang besar atau kecil Pihak
BMT UAS Bojonegoro. Apabila dalam hal ini mewakilkan kepada
nasabah/anggota yang melakukan permohonan pembiayaan barang (besar)
untuk membeli barang tersebut sendiri sesuai dengan kebutuhannya, akad
yang sesuai adalah akad murabahah bil wakalah. Jika anggota nasabah
dalam pembiayaan ini dimungkinkan membeli sendiri barang yang
diinginkan, hal ini terjadi karena pihak anggota nasabah bisa jadi
memaksa pihak BMT UAS dengan alasan, misalnya mencari barang
dengan harga yang lebih murah, agar mendapatkan diskon. Padahal jika
ada diskon pun menjadi hak anggota nasabah, tetapi bagaimanapun juga

sebagai bentuk pelayanan yang memuaskan dan tidak mengecewakan
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anggota nasabah, maka pihak BMT UAS selaku penjual membolehkan
anggota nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkan dari
supplier dengan cara penjual memberikan kuasa kepada anggota nasabah
dengan wakalah.

Dengan mencairkan sejumlah uang, baik digunakan untuk
pembiayaan barang ataupun pembiayaa yang lain, pihak BMT UAS
Bojonegoro tetap mengabulkan permintaan nasabah, hanya saja
permintaan nasabah yang berupa barang diganti dengan uang senilai harga
barang. karena tujuan BMT UAS Bojonegoro adalah atas dasar tolong
menlong, untuk membantu nasabah yang mengajukan permohonan
pembiayaan pembelian berupa barang, sehingga apa yang diinginkan oleh
nasabah/anggota terpenuhi. Hal ini di dasarkan pada AL-Qur’an surat Al-

Maidah ayat 2:
IR PN AR T O P A R vTe
@_g@i&bé}l\&\f)\u Y;CS;—G—*J\)JQJ\L}M}’)\"-’)

Artinya: Dan tolng-menolonglah kamu dalam (mngerjakan)
kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat
dosa dan pelanggaran.’

Ketika Lembaga Keuangan Syariah memilih mencairkan sejumlah
uang sebagai pembiayaan pembelian barang, maka menurut hukum Islam
akad yang diterapakan oleh BMT UAS Bojonegoro dianggap belum
sesuai. Selain karena tidak ada unsur jual-beli antara pihak BMT UAS

Bojonegoro, dan obyek dalam akad murabahah adalah barang tertentu.

*Departemen RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya(Jakarta: CV. Pustaka Agung, 2006), 48
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Dan antara pihak BMT UAS dan pihak anggota nasabah kurang
transparansi dalam melakukan akad murabahah. Pihak BMT UAS selaku
ba’i (penjual) dapat mengawasi dan memastikan bahwa dana yang
diberikan tersebut benar-benar digunakan untuk pengadaan barang yang
sesuai dengan yang diperjanjikan, dan apabila ada sisa uang pembiayaan
dalam pengadaan barang pihak BMT UAS juga harus mempertanyakan
sisa pembelian tersebut dan pihak anggota nasabah juga harus
menjelaskan harga barang tersebut yang sebenar-benarnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, peran BMT UAS selaku ba’i
(penjual) dalam pembiayaan murabahah lebih tepat sebagai pembiayaan
bukan sebagai penjual barang, karena pihak BMT UAS tidak memegang
barang, dan tidak pula mengambil resiko atas barang tersebut. Pihak

BMT UAS hanya terkait dengan penanganan dokumen-dokumen.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Skripsi yang sudah dijelaskan dari bab-bab sebelumnya.

Kesimpulan dari penulis terhadap analisis hukum Islam terhadap

implementasi akad murabahah dalam pembiayaan pengadaan barang di

KJKS BMT Usaha Artha Sejahtera Bojonegoro. Yakni:

1.

Implementasi akad murabahah yang diterapkan oleh BMT Usaha Artha
Sejahtera Bojonegoro dalam pembiayaan pengadaan barang baik barang
kecil atau besar, barang yang mudah dibawa atau pun yang sulit untuk
dijangkau, pihak BMT UAS lebih memilih mencairkan sejumlah uang
yang dibutuhkan anggota nasabah. Pihak BMT UAS mencairkan terlebih
dahulu uang yang akan digunakan untuk pembelian barang. dalam hal ini
akad sudah dilakukan kedua belah pihak sebelum pihak anggota nasabah
membelikan barang yang sudah diperjanjikan dari awal. Alasan pihak
BMT UAS tidak kerepotan mencarikan barang, dan pihak BMT UAS
juga tidak menanggung resiko apabila barang yang dikehendaki nasabah
tersebut mengalami kerusakan. Apabila pihak BMT UAS Bojonegoro
tidak sanggup memenuhi permohonan pembiayaan pengadaan barang
yang diajukan oleh anggota nasabah, pihak BMT UAS Bojonegoro bisa
mewakilkan pembelia tersebut kepada anggota nasabah dengan

menetapkan akad murabahah bil wakalah atas pembelian barang tersebut
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2. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad murabahah pada

semestinya. Dikarenakan akad yang diterapkan tidak tereliasisai
sebagaimana yang tertuang dalam akad murabahah yaitu akad jual beli
untuk pengadaan suatu barang tertentu.

Menurut hukum Islam akad yang diterapkan oleh BMT UAS Bojonegoro
belum sesuai dengan akad murabahah. Hal itu belum memenuhi
ketentuan akad murabahah. Selain itu belum sesuai dengan fatwa DSN

MUI No. 04/DSN-MUI/TV/2000.

B. Saran

L.

Dari pihak BMT di harapkan dapat menerapkan sistem pembiayaan
murabahah dengan sebenarnya sesuai ketentuan-ketentuan yang ada,
seperti penggunaan akad harus jelas agar tercapai visi dan misi yang
telah dicantumkan, serta agar anggota mengetahui prinsip syariah yang
sebenarnya. Dan lebih meningkatkan pembenahan dalam penentuan akad
untuk pembiayaan yang diajukan oleh anggota nasabah.

Dalam menentukan akad pembiayaan murabahah sebaiknya sesuai
dengan fatwa DSN  MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 serta tetap
mempertahankan praktik syariah yang telah dijalankan dengan mengacu
pada fatwa-fatwa yang telah ditetapkan oleh MUI dan landasan hukum
syariah yang sudah ada.

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan jual beli barang, dalam

pembiayaan pengadaan barang, baik barang besar atau kecil apabila
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pihak BMT tidak sanggup memenuhi permintaan anggota nasabah, pihak
BMT dapat mewakilkan (wakalah) pembelian barang tersebut kepada
pihak anggota nasabah. Setelah itu pihak BMT meminta bukti pembelian
barang (besar) tersebut sebagai bukti pihak nasabah benar-benar
membelikan barang sesuai dengan perjanjian, dan pihak BMT juga
berhak menentukan toko yang akan digunakan sebagai pembiayaan
pengadaan barang oleh anggota nasabah. Jika pihak BMT tidak meminta
bukti pembelian atau mempertanyakan informasi mengenai pengadaan
barang tersebut, alangkah baiknya pihak anggota nasabah
memberitahukan mengenai barang yang dibeli. Dan apabila ada sisa
kembalian atas pembelian pengadaan barang tersebut, alangkah baiknya
pihak anggota nasabah mengklarifikasi kepada pihak BMT UAS
Bojonegoro. Dalam penulisan di dokumen pembiayaan akad murabahah
sebaiknya sesuai dengan harga barang dan di tambah dengan keuntungan,
apabila ada sisa dari pembelian alangkah baiknya dikembalikan lagi
kepada pihak BMT UAS, setelah itu barulah ada kesepakatan perjanjian

mengenai keuntungan dan batas waktu angsuran.
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